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KATA PENGANTAR

Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [nformasi Publik (UU KIP)
pada tanggal 30 April 2008. Keterbukaan informasi Publik memberikan energi baru bagi
penyelenggaraan Negara yang lebih baik karena dengan adanya keterbukaan informasi
publik, masyarakat dapat turut serta secara aktif dalam setiap proses pengembalian kebijakan
publik. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi negara Indonesia
yang sebagai negara demokrasi.

PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten menyadari bahwa salah satu elemen penting
dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik adalah dengan cara membuka
penyelenggaraan Negara melalui  Keterbukaan  Informasi Publik dan dapat
dipertanggungjawabkan, PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten terus berusaha
meningkatkan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Banten
serta mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat memberikan manfaat

dan informasi kepada masyarakat.

Serang, Januari 2024
APUAN POLISI PAMO\IG PRAJA
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Serang, Januari 2024
KEPALA SATUANROLISI PAMONG PRAJA

Dr. AGUS YUPRIYADI, S.Sos. M.Si
NII;/¢710805 199101 1 001
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Q Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

BAB 1
PERAN PPID PELAKSANA SATPOL PP PROVINSI BANTEN

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima olech suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik
lainnya vang sesuai dengan Undang - Undang ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator
dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban
negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi guna
memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945, guna menjamin hak
warga negara tersebut maka lahirlah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat Undang - Undang tersebut, setiap badan publik termasuk
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien sehingga dapat

di akses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk
mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, Undang —
Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta
dokumentasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten membuat
pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik Tahun
2023. PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten juga mencatat

permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2023 yang terkait Kkinerja dan

program - program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten.
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Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang
ditemui, mulai dari kondisi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana sampai dengan

gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

1. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi
Publik, PPID Satpol PP Provinsi Banten berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun
2010, Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses
informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. UU KIP telah meneckankan bahwa setiap
informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Satpol PP untuk
memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan
efesien. Dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, dan sederhana. PPID Satpol PP memanfaatkan sarana dan/atau media
elektronik dan non elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh

informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik. PPID
Pembantu pada Satpol PP Provinsi Banten memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
sebanyak 16 (enam belas) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan
Keputusan Ketua PPID Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep. 113-Huk/2017
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah

lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik.

1.1 Dasar Pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten dibentuk
berdasarkan:
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dokumentasi di
Lingkungan Kemneterian Komunikasi dan Informatika;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negert:

f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam

Negen dan Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik;

h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur

o

Penyelesaian Sengketa Informasi;

i. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten;

k. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten,;

1. Keputusan PPID Utama Nomor 555/172-176.dkisp.ppid’2009 tentang
Standar Operasional Prosedur Banten.

2. Struktur PPID Pelaksana Tahun 2023
Struktur Organisasi PPID Provinsi Banten Keputusan Gubernur Nomor

489.1/Kep. 113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut :

m

Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) 2023
3

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o Satuan Polisl Famong Praja Provin Banten

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASL(PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN

Atasan PPID : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Ketua PPID - | Sekretaris

Sekretans . | Kasubag Umum dan Kepegawaian
Pengelola Dokumentasi dan | Analis Kebijakan Ahli Muda
Pelayvanan lnformasi , 7

| Pengelola Klasifikast dan + | Analis Perencana Ahli Muda

| Pengelola Informasi 1 _ N
Pengelola Pengaduan dan \ | » Kepala Bidang Penegakan Perundang-
Penyelesatan Sengketa Informasi undangan Daerah

e Staff Bidang Penegakan Perundang-
__undangan Daerah o
Arsiparis, Pranata  Humas, Pustakawan,
Pranata Komputer, Analis  Publikasi,
Analis Kebijakan, Analis Kepegawaian,
Staf Pelaksana PPID.

Pejabat Fungsional / StafY Bidang |

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Pelaksana bertanggung jawab
kepada Kasat Pol PP selaku Atasan PPID. Secara umum PPID memiliki tugas
mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh
Informasi Publik di lingkungan PPID, adapun susunan PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi
Banten tahun 2023 sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI
PPID PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASIPPID PELAKSANA
SATUANPOLISIPAMONG PRAIA
PROVINSIBANTEN

PELAKSANA
AUMINIBFAASE

 KEPALA BIDAKS VIBUM TRANNAR e T
. 4 . » FERODY AFFRITANGY

+ KEPALA BIDAKS PPN - ¢ . MN“M‘IMIM

+ KRPALA BIDANS PAMKAR

+ KARUBAS UHMER o
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+ PERENCARA ANLY HUDA 5

o ARALLE B UUANSAN PUBA T QAR DALRAM ML) MUEA

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e Satuan Polisl Pamong Praja Provinsi Banten

BAB II
GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Banten didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
Hal ini merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi. PPID Pembantu dilingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berusaha meningkatkan layanan informasi
publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
cara sederhana kepada publik sesuai dengan asas keterbukaan informasi publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara
cepat, efisien, dan efektif. PPID Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Banten memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media
elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website Satpol PP Provinsi Banten

yaitu https://www.Satpolpp.bantenprov.go.id/, anjungan informasi publik, sehingga dengan

adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada
pada penguasaan PPID di Satpol PP dan dapat mengaksesnya setiap saat. Sarana tersebut
memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Satpol PP sesuai kebutuhan
masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana
tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama,
mengajukan secara langsung ke PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten J1.
Syekh Nawawi Albantani Palima kota Serang dan melalui  email ke

ppidsatpolppbanten@gmail.com, kewajiban untuk mengumumkan informasi berkala
sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 UU KIP, Satpol PP mengembangkan website

khusus PPID Pelaksana Satpol PP dengan Laman https://satpolpp.bantenprov.go.id/.
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